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ABSTRACT 

 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penyelesaian sengketa waris perempuan Hindu di 

Bali serta penyelesaian sengketa pewarisan bagi perempuan Hindu berdasarkan hukum waris adat 

Bali. Penelitian ini berfokus pada kedudukan perempuan sebagai ahli waris dalam sistem 

pewarisan patrilineal yang secara tradisional menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama 

(purusa). Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 

pendekatan kepustakaan. Analisis dilakukan terhadap norma, asas, kaidah, teori, dan peraturan 

hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan hak waris perempuan Hindu di Bali. Penelitian ini 

juga mengkaji kekosongan norma, konflik norma, dan kekaburan norma dalam hukum waris adat 

Bali. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris adat Bali menganut 

sistem patrilineal yang mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris utama. Kondisi tersebut 

menyebabkan keterbatasan hak perempuan dalam pewarisan dan berpotensi menimbulkan 

diskriminasi. Namun, setelah disahkannya Keputusan MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP 

BALI/X/2010, hak perempuan dalam pewarisan melalui konsep jiwadana memperoleh 

pengakuan. Ketentuan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian 

hukum, dan perlindungan hukum bagi perempuan Hindu di Bali. Kesimpulan. Penyelesaian 

sengketa waris perempuan Hindu di Bali perlu memperhatikan perkembangan hukum adat dan 

pengakuan terhadap hak perempuan sebagai ahli waris. Keputusan MUDP Bali Nomor 

01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 memberikan dasar dalam memperkuat kedudukan 

perempuan dalam pewarisan sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi 

perempuan Hindu di Bali. 

 

Kata Kunci : Ahli Waris Perempuan, Hukum Waris Adat Bali, Penyelesaian Sengketa Waris, 

Jiwadana, Perlindungan Hukum. 
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PENDAHULUAN 

 

Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat yang 

melahirkan keberagaman hukum adat di setiap daerah. Meskipun perempuan secara normatif telah 

memperoleh perlindungan melalui Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta ratifikasi 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui 

UU No. 7 Tahun 1984, diskriminasi terhadap perempuan masih ditemukan dalam praktik, 

termasuk dalam hukum adat waris Bali (Sukerti & Ariani, 2014). Dalam perspektif Hindu, hukum 

dikenal sebagai Dharma yang menjadi dasar pengaturan kehidupan umat Hindu, termasuk hak dan 

kewajiban dalam keluarga dan masyarakat (Sutharjana & Tanaya, 2016). 

Hukum waris adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang menempatkan laki-

laki sebagai purusa atau ahli waris utama, sedangkan perempuan berkedudukan sebagai pradana. 

Sistem tersebut menyebabkan perempuan secara tradisional tidak memiliki kedudukan yang sama 

dalam pewarisan karena laki-laki dianggap sebagai penerus tanggung jawab keluarga, agama, dan 

adat (Sadnyini, 2016; Sathya & Zubaedah, 2025). Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksetaraan 

gender karena perempuan umumnya hanya memperoleh hak terbatas untuk menikmati harta 

keluarga, sedangkan laki-laki memiliki hak yang lebih luas atas harta warisan (Khayati et al., 2024; 

Udytama & Dianti, 2024). Ketidaksetaraan tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan dan 

sengketa waris dalam keluarga, terutama ketika perempuan merasa haknya tidak terpenuhi 

(Faradila & Dewi, 2023; Yulianingsih, 2024). 

Perkembangan hukum adat Bali menunjukkan adanya upaya memberikan perlindungan 

terhadap hak perempuan. Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-

3/MDP Bali/X/2010 mulai mengakui hak waris perempuan secara terbatas. Perempuan Bali dapat 

memperoleh setengah dari bagian warisan setelah dikurangi sepertiga untuk harta pusaka dan 

kepentingan pelestarian, sedangkan pemberian harta melalui jiwa dana, tetadan, atau bekal hidup 

juga menjadi salah satu bentuk pemenuhan hak perempuan (Rahmawati, 2021). Meskipun 

demikian, implementasi ketentuan tersebut masih bersifat kasuistis dan belum sepenuhnya 

diterapkan dalam awig-awig desa pakraman sehingga diskriminasi terhadap perempuan masih 

ditemukan (Sadnyini, 2016). 

Permasalahan hak waris perempuan juga berkaitan dengan status perkawinan. Dalam 

sistem patrilineal, perempuan yang telah menikah dianggap mengikuti keluarga suami sehingga 

kedudukannya dalam keluarga asal berubah. Namun, perkembangan hukum memberikan peluang 

bagi perempuan yang telah menikah untuk memperoleh bagian tertentu dari harta orang tuanya. 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari sistem pewarisan tradisional menuju 

pengakuan yang lebih besar terhadap kesetaraan hak perempuan dalam hukum waris adat Bali 

(Putra, 2022; Koswara & Habib, 2025). 

Sengketa waris perempuan dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga, lembaga 

adat, maupun jalur hukum dengan mempertimbangkan ketentuan hukum adat dan perkembangan 

hukum nasional. Persoalan tersebut menjadi penting karena terdapat pertentangan antara sistem 

patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama dengan prinsip kesetaraan gender 

yang dijamin dalam hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat 

dan hukum positif agar hak waris perempuan Hindu di Bali memperoleh perlindungan yang adil 

dan proporsional (Azzahra et al., 2024; Nariswari et al., 2023). 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Upaya Penyelesaian 

Sengketa Waris Perempuan Hindu di Bali”. Penelitian berfokus pada kedudukan dan hak waris 
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perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal (purusa) serta upaya penyelesaian sengketa waris 

perempuan Hindu di Bali dengan mempertimbangkan perkembangan hukum adat, Keputusan 

Pesamuhan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010, UUD 1945, dan 

ketentuan hukum nasional. 

 

METODE 

  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang 

berfokus pada peraturan perundang-undangan tertulis (law in books), kaidah, dan norma hukum 

yang berlaku dalam masyarakat (Tarigan et al., 2025; Armia, 2022). Metode ini digunakan untuk 

mengkaji kedudukan ahli waris perempuan dalam hukum adat Bali dengan memadukan hukum 

adat dan hukum negara berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan 

kesetaraan gender (Muhaimin, 2020; Qamar & Rezah, 2020). Pendekatan yang digunakan meliputi 

pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji asas, doktrin, teori, dan filosofi 

hukum yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris perempuan, termasuk konsep Purusa-

Pradana, Dharma, Tri Hita Karana, dan kepastian hukum (Nurhayati et al., 2021), sedangkan 

pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan 

dengan hak waris perempuan dalam hukum adat dan hukum negara (Sovia et al., 2022). 

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan 

hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Nomor 1/Kep/PSM-

3MDPBali/X/2010, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3/Yur/Pdt/2018, serta CEDAW 

(Maulana et al., 2025). Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan 

pendapat ahli yang relevan dengan hukum waris adat Bali, khususnya sistem Purusa-Pradana, 

Nyentana, Sentana Rajeg, pluralisme hukum, dan perkembangan awig-awig dalam perlindungan 

hak perempuan sebagai ahli waris (Sahara et al., 2025). Pengumpulan bahan hukum dilakukan 

melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan mengkaji peraturan 

perundang-undangan, yurisprudensi, buku, jurnal, dokumen, doktrin, dan pendapat ahli yang 

relevan (Abdurrahman, 2024). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif yuridis 

melalui penafsiran sistematis dan argumentatif dengan pola berpikir deduktif dan induktif untuk 

memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan dan hak waris perempuan dalam hukum adat Bali 

(Yulis, 2025; Nurhayati et al., 2021). Analisis diarahkan untuk menjelaskan perkembangan sistem 

pewarisan adat Bali yang secara tradisional menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama serta 

perkembangan pengakuan hak perempuan melalui pembagian proporsional, harta bersama, hibah, 

musyawarah, dan mediasi dengan tetap memperhatikan keadilan gender, keharmonisan keluarga, 

dan kelestarian adat Bali. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris Perempuan Hindu di Bali 

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang 

ditinggalkan seseorang setelah meninggal dunia beserta akibatnya bagi para ahli waris. Di 

Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris adat yang pembagiannya 

dipengaruhi oleh adat dan suku pewaris, hukum waris Islam yang berlaku bagi umat Islam, serta 
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hukum waris perdata yang mengacu pada KUHPerdata dan berlaku bagi golongan tertentu maupun 

pihak yang menundukkan diri pada hukum perdata (Fikricinta et al., 2021). Ketiga sistem tersebut 

memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu hukum waris Islam berdasarkan syariat yang 

dituangkan dalam ilmu faraid, hukum waris adat yang bersifat pluralistis dan umumnya tidak 

tertulis, serta hukum waris perdata yang mengacu pada Burgerlijk Wetboek (Fajri et al., 2024). 

Hukum waris adat memiliki hubungan erat dengan nilai kekeluargaan dan sistem kekerabatan 

dalam masyarakat tertentu sehingga budaya, tradisi, dan garis keturunan turut memengaruhi 

penentuan pewarisan (Yulandini et al., 2025). 

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal dengan sistem pewarisan 

yang mengutamakan laki-laki. Dalam praktiknya, hak atas tanah dan harta keluarga sering menjadi 

objek perdebatan antar ahli waris. Kedudukan laki-laki dipandang lebih penting sehingga anak 

perempuan, termasuk yang lahir dari perkawinan yang sah, secara tradisional tidak memperoleh 

kedudukan sebagai ahli waris. Sistem tersebut antara lain dikaitkan dengan Manawa 

Dharmasastra yang menempatkan anak laki-laki sebagai penerus dan ahli waris keluarga, 

sedangkan perempuan tidak memperoleh hak waris yang sama (Yudha & Wardani, 2022). 

Pewarisan dalam hukum adat Bali tidak hanya berkaitan dengan harta material seperti tanah, 

bangunan, uang, dan benda bernilai ekonomi, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan 

spiritual serta benda pusaka keluarga yang memiliki sifat religio-magis dan harus dijaga oleh ahli 

waris yang bertanggung jawab (Dewi et al., 2024). Tanggung jawab laki-laki terhadap desa adat, 

masyarakat adat, keluarga, dan kewajiban keagamaan menjadi salah satu alasan mengapa laki-laki 

masih dominan sebagai ahli waris dalam masyarakat adat Bali. 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perlakuan berbeda antara laki-laki dan perempuan 

dalam hukum waris adat Bali. Kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai anak pada dasarnya 

memiliki hak yang sama untuk memperoleh harta dari orang tua, tetapi dalam sistem pewarisan 

adat Bali keberadaan anak perempuan masih cenderung dikesampingkan. Anak perempuan secara 

tradisional tidak dibenarkan untuk ikut menguasai harta warisan orang tuanya (Sumarni et al., 

2023). Dalam perkembangannya, pandangan bahwa perempuan merupakan golongan kedua 

setelah laki-laki mulai mengalami perubahan. Laki-laki memang masih dipandang sebagai ahli 

waris utama yang menguasai harta pewaris, sedangkan perempuan pada awalnya hanya dapat 

menikmati harta tersebut sebagai penunjang kehidupan tanpa memiliki hak kepemilikan penuh 

(Cahyani & Amelda, 2022). Perubahan sosial dan meningkatnya kesadaran terhadap kesetaraan 

gender kemudian mendorong perubahan pandangan mengenai kedudukan ahli waris perempuan. 

Kesetaraan gender dalam hukum waris adat Bali bukan persoalan sederhana karena 

terdapat kebutuhan untuk menyeimbangkan perubahan hukum dengan nilai-nilai tradisional 

masyarakat Bali. Perubahan terhadap aturan waris perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak 

menimbulkan konflik antara kelompok yang mempertahankan tradisi dan kelompok yang 

mendorong pembaruan hukum (Praditha & Dharma, 2025). Kesadaran mengenai kesetaraan 

gender telah mendorong perubahan hukum adat agar lebih inklusif, termasuk dalam memberikan 

ruang bagi perempuan untuk memperoleh hak waris. Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh 

semakin besarnya peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan sosial keluarga (Praditha & 

Dharma, 2025). Dalam hukum adat Bali, perempuan dapat memperoleh hak waris apabila 

statusnya mengalami perubahan dari pradana menjadi purusa. Apabila dalam keluarga Hindu Bali 

hanya terdapat anak perempuan atau tidak memiliki anak laki-laki hingga orang tua meninggal 

dunia, anak perempuan dapat memperoleh kedudukan sebagai ahli waris setelah mendapatkan 

persetujuan orang tua dan menjalankan proses adat yang berlaku (Devina et al., 2025). 
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Perubahan kedudukan dari pradana menjadi purusa dapat dilakukan melalui perkawinan 

nyeburin. Dalam perkawinan tersebut, laki-laki bergabung ke dalam keluarga perempuan dan 

meninggalkan kedudukan dari keluarga asalnya. Perkawinan nyeburin menyebabkan terjadinya 

perubahan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, yaitu perempuan berstatus meawak muani 

atau berkedudukan sebagai laki-laki, sedangkan laki-laki berstatus meawak luh atau berkedudukan 

sebagai perempuan (Devina et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali 

memiliki mekanisme tertentu yang memungkinkan perempuan memperoleh kedudukan sebagai 

ahli waris, meskipun mekanisme tersebut masih berkaitan erat dengan perubahan status dalam 

struktur kekerabatan patrilineal. 

Permasalahan sengketa waris perempuan dalam hukum adat Bali dapat dianalisis melalui 

teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan sebagai prioritas pertama, 

kemudian kemanfaatan dan kepastian hukum. Penerapan teori tersebut terhadap hak waris 

perempuan dapat diwujudkan melalui aturan yang jelas mengenai kedudukan ahli waris, bagian 

warisan, dan batasan harta warisan sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak perempuan 

dapat dilakukan secara konsisten. Hukum adat juga perlu beradaptasi dengan nilai keadilan dan 

kesetaraan gender tanpa mengabaikan kemanfaatan serta keberlangsungan kehidupan adat Bali. 

Upaya Penyelesaian Sengketa Pewarisan terhadap Ahli Waris Perempuan pada Hukum 

Waris Adat di Bali 

Hukum waris di Indonesia mencerminkan pluralisme hukum yang dipengaruhi oleh hukum 

adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat. Keberagaman tersebut dapat menimbulkan 

persoalan dalam praktik, khususnya mengenai kedudukan ahli waris perempuan. Sistem 

kekerabatan patrilineal menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan sekaligus pihak 

yang berhak atas harta warisan sehingga perempuan dalam beberapa praktik tidak diakui sebagai 

ahli waris (Rajib et al., 2026). Kondisi tersebut berbeda dengan hukum waris perdata Barat yang 

tidak membedakan kedudukan ahli waris berdasarkan jenis kelamin sebagaimana tercermin dalam 

Pasal 852 KUHPerdata. Meskipun demikian, pengutamaan laki-laki dalam masyarakat adat 

dilatarbelakangi pertimbangan moral dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun (Mulauli 

& Humaira, 2024). 

Keadilan gender dalam pembagian warisan tidak berarti menyamakan jumlah warisan laki-

laki dan perempuan secara kaku, tetapi menjamin setiap individu memperoleh hak sesuai dengan 

kontribusi, kebutuhan, dan tanggung jawab sosialnya. Pendekatan tersebut memerlukan 

pemahaman hukum yang dinamis dan inklusif terhadap perubahan sosial serta mencari titik temu 

antara prinsip keagamaan, nilai budaya, dan asas hukum positif agar menghasilkan kebijakan yang 

adil secara sosial maupun normatif (Julius et al., 2025). Dalam masyarakat adat Bali, persoalan 

pewarisan tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-

laki sebagai penerus keturunan dan pemegang kewajiban terhadap pemujaan leluhur. Oleh sebab 

itu, anak laki-laki memperoleh hak terhadap harta warisan orang tua (Khayati et al., 2024). 

Pada dasarnya, kemungkinan perempuan memperoleh hak waris juga dapat ditemukan 

dalam Manawa Dharmasastra Buku Kesembilan (Atha Navamo ‘dhyayah) Sloka 118 yang 

menyatakan: “Tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudara akan memberi beberapa bagian dari 

bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya; mereka yang menolak untuk 

memberikannya akan terkucil” (Khayati et al., 2024). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa 

perempuan memiliki hak untuk memperoleh bagian warisan, yaitu seperempat dari bagian saudara 

laki-lakinya. Namun, ketentuan tersebut dalam praktik masyarakat Bali belum sepenuhnya 

diterapkan hingga diterbitkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi 
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Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tentang hasil-hasil Pasamuhan Agung III MUDP 

Bali. 

Keputusan MUDP Bali Tahun 2010 mengatur kedudukan suami, istri, dan anak terhadap 

harta pusaka dan harta guna kaya, termasuk hak waris anak perempuan, baik anak kandung 

maupun anak angkat. Secara khusus, keputusan tersebut menyatakan: “Perempuan Bali menerima 

setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan 

pelestarian. Hanya jika kaum perempuan Bali yang pindah ke agama orang lain, mereka tidak 

berhak atas hak waris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau 

bekal sukarela.” Ketentuan tersebut menjadi perkembangan penting dalam pengakuan hak waris 

perempuan Bali karena memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh bagian warisan, 

meskipun jumlahnya masih berbeda dengan laki-laki. 

Perubahan sosial dan kesadaran perempuan terhadap haknya menyebabkan ketidakadilan 

dalam pembagian warisan adat mulai berkembang menjadi sengketa keluarga dan bahkan dapat 

berlanjut ke pengadilan. Sengketa tersebut juga menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam 

masyarakat adat (Rachelninta & Sulastri, 2025). Pemberian harta kepada anak perempuan dapat 

dilakukan semasa hidup pewaris melalui jiwadana, yaitu pemberian harta benda dari orang tua 

kepada anak perempuan. Mekanisme tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap 

hak perempuan dalam sistem pewarisan adat Bali (Hastabrata & Septyningrum, 2024). 

Keterbatasan hak waris perempuan juga mendorong tuntutan agar perempuan memperoleh bagian 

yang lebih adil, sekurang-kurangnya sebagian dari bagian yang diterima anak laki-laki. Hal ini 

berkaitan dengan sistem kapurusa atau patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai 

penerus keluarga karena memiliki tanggung jawab baik dalam kehidupan sekala maupun niskala 

(Hastabrata & Septyningrum, 2024). 

Apabila sengketa waris telah terjadi dan menimbulkan konflik dalam keluarga, sengketa 

tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia. Penyelesaian sengketa pada 

dasarnya dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Litigasi merupakan sarana terakhir 

(ultimum remedium) setelah penyelesaian secara nonlitigasi tidak mencapai kesepakatan. Apabila 

musyawarah atau penyelesaian di luar pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa dapat 

dilanjutkan ke pengadilan untuk memperoleh putusan (Siregar, 2024). Penyelesaian sengketa 

waris perempuan dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi melalui pengadilan dengan 

putusan yang bersifat win-lose solution dan jalur nonlitigasi melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, 

atau arbitrase yang lebih mengutamakan kesepakatan para pihak serta dapat mengurangi beban 

peradilan (Siregar, 2024). 

Dalam konteks hukum waris adat Bali, penyelesaian sengketa antara ahli waris laki-laki 

dan perempuan dapat dilakukan secara bertahap melalui musyawarah keluarga, mekanisme 

penyelesaian di desa adat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan dapat dilanjutkan melalui 

pengadilan. Meskipun Keputusan MUDP Bali Tahun 2010 telah membuka ruang bagi pengakuan 

hak waris perempuan, praktik di lapangan masih dipengaruhi dresta dan awig-awig yang 

mengutamakan laki-laki sebagai purusa. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma 

dan praktik. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pewarisan terhadap ahli waris perempuan 

dalam hukum adat Bali perlu mengutamakan musyawarah keluarga dan mediasi adat sebelum 

menempuh jalur litigasi. Apabila penyelesaian melalui mekanisme adat tidak berhasil, pengadilan 

dapat menjadi sarana untuk memberikan perlindungan terhadap hak waris perempuan dengan tetap 

mengharmonisasikan hukum negara dan hukum adat melalui mekanisme hibah, harta bersama, 
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Nyentana, dan Sentana Rajeg. Mekanisme tersebut diharapkan mampu mewujudkan penyelesaian 

sengketa yang berkeadilan gender tanpa mengabaikan nilai adat dan keagamaan masyarakat Bali. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme dan upaya penyelesaian sengketa 

pewarisan terhadap ahli waris perempuan Hindu di Bali, dapat disimpulkan bahwa hukum waris 

adat Bali secara tradisional menganut sistem kekerabatan patrilineal (purusa) yang menempatkan 

laki-laki sebagai penerus garis keturunan sekaligus ahli waris utama, sedangkan perempuan 

(pradana) pada umumnya tidak memperoleh kedudukan yang sama dalam pewarisan. Namun, 

perkembangan hukum adat menunjukkan adanya perubahan melalui Keputusan Majelis Utama 

Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 yang 

mengakui hak waris perempuan secara terbatas, yaitu perempuan Bali dapat menerima setengah 

dari hak waris purusa setelah dipotong sepertiga untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian, 

serta dapat memperoleh harta melalui jiwadana, hibah, Nyentana, dan Sentana Rajeg. 

Penyelesaian sengketa waris perempuan Hindu di Bali dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi 

dan litigasi, dengan mengutamakan musyawarah keluarga, mediasi adat, dan mekanisme desa adat 

sebagai tahapan awal untuk mencapai kesepakatan serta menjaga keharmonisan keluarga dan 

keberlangsungan adat. Apabila penyelesaian tersebut tidak mencapai kesepakatan, sengketa dapat 

dilanjutkan melalui jalur litigasi di pengadilan sebagai upaya terakhir. Penyelesaian sengketa perlu 

dilakukan dengan mengharmonisasikan hukum adat dan hukum nasional dengan mengedepankan 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga hak waris perempuan dapat terlindungi 

tanpa menghilangkan nilai-nilai adat dan keagamaan masyarakat Hindu Bali. 
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